PUTUSAN

NOMOR s 17/G/PTUN.BKL,/1999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Ussha Negara Bengkulu yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam
tingkat Pertama yang bersidang di Gedung yang telah disediakan
untuk itu di Jalan R, E. Martadinata Bengkulu, telah menjatuh-—

kan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara

ZAKARTA SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan

Cendrawasih No. 1101 Rt. 008 Kelurahan
Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara,
Kotamadya Bengkulu,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 3

HUSNIN WALIL, 3H, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Kantor Biro Bantuan Hukum Indonesia
Jalan S. Parman No. 178 Padang Jati Beng
kulu, berdagarkan Surat Kuasa Khusus No.
53/SK~EBHI/XII/1999 tanggal 17 Desember-

1999 3
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3

MELAWAN

1. KEPALA DIVISI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) KAN-
TOR PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),berkantor

di Jalan Jend, Sudirman No. 44~-46 Jakarta 11210, selan-

jutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH PT, BANK RAKYAT INDONESIA (PERSE-

BO), berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.15 Palembang

selanjutnya eeeceees
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selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3, KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT TNDONESTA (PERSERQ) BENG

KULU, berkantot di Jalan S. Parman Ne. 120 Bengkulu,se

lanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengiulu tersebut j

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata ——
Usaha Negara Bengkulu tanggal 24 Januari 2000 Nomor s 17/pen/
P’I‘UN.BKIJ1999 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memerikes
dan menyidangkan sengketa ini j

Telak membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tang
gal 24 Januari 2000 Nomor s 17/PEN-ES/PTUN.BKL/1999, tentang

Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini j

Telah membaca surat Penetapan Hokim Ketua Majelis tang
gal 03 Pebruari 2000 Nomor s 17/PEN-HS/PTUN.BKL/1999, tentang
hari persidangan dalam sengketa ini j

Telah membaca surat—-surat bukti yang diajukan dan men—

dengar keterangan dari Kuasa Hukum kedua belah pihak yang ber

gengketa dipersidangan 3
TENPANG DUDUKNYA SENCKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan  ter—
tanggal 20 Desember 1999, pada tanggal 20 Desember 1999 telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Beng
kulu dibawah register Nomor s 17/G/PTUN.BKL/1999 dan telah

mengemikakan hal-hal sebagai berikut
1. Bahwa atas dasar surat Tergugat ITI {Kanca BRI Bengkulu)

NODDI' PR NN EE RN NN
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Nomor R.167~-IV/KC/SDM/04/97 tanggal 11 April 1997 tentang
Laporan Hasil penelitian dan penilaian pertanggung jawaban
dan usul hukuman jabatan a.n Sdr, Zakaria Saleh (Penggu—
gat), Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah PT. BRI (Perserc)
yang berkedudukan di Palembang telah mengeluarkan Surat Xe
putusan NOKEP : QOSD-SDM/BIN/01/98 tentang Perurunan Pang-
kat Penggugat yang pada pokoknya menetapkan
~ Terhitung mulai tanggal 01 Januari 1998.
Pertama : Menjatuhkan hukuman jabatan kepada

Nama s Zakaria Baleh

NIP. 1 00426144644

Pangkat/Gol 3 Muda 2 / E,II

Jabatan ¢ Pegawai Kanca BRI Bengkulu

Berupa + Penurunan Pangkat 1 (satu) ting
kat lebih rendsh selama 1 {satu)
tahun

Dari s Pangkat/Gol 3 Muda 2 / E.II

Gaji Pokok s Rp. 98.540,-

Menjadi s Pangkat/Gol ¢ Muda 1 / E.I

Gaji Pokok t Rpe 67.500,-

2. Bahwa setelah Perggugat menjalani hukuman selama 1 (satu)
tahun, atas usul dan saran-saran dari Tergugat III dan Ter
gugat II, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan
NOKEP ¢ 141-SSS/SDN/PKM/04/99, tanggal 22 April 1999 ber-
ikut lampirannya, tentang penetapan kembali pangkat Penggu
gat yang pada pokoknya memutuskan, menetapkan
- Terhitung mulai tanggal 01 Januari 1999 menetapkan kem—

bali pangkat pegawal yang namanys tercantum dalam lampir

an Surat Keputusan ini dari pangkat lama ke pangkalt baru

sebwaimna secsssren
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sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan diberikan gaji
pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 6.

3, Behwa mermrut lampiran Surat Keputusan Tergugat I sebagai-
mana dimaksud dalam poin 2 diatas pangkat Penggugat dikem-~
balikan pada pangkat semula yakni ¢
Golongan Muda 2 / E.II (lajur 5) dan gaji pokck @itetapkan
sebesar Rp.76.250,- (lajur 6).

4., Bahwa kemudian Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputus
an NOKEP s 166-SSS/SDI/PKI/06/99 tanggal 11 Juni 1999 ten—
tang Masa Persiapan Pensiun (Bebas Tugas) bagi Penggugat.

5« Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana
tertera pada poin 4 diatas juga ditetapkan gaji pokok ter—
akhir sebesar Rp.76.250,~ ini berarti bahwa gaji pokok ter
akhir Penggugat ditetapkan sama dengan gaji pokok yang di
tetapkan berdasarkan lampiran Surat Keputusan sebagaimana
tersebut pada poin 2 diatas,

Bahwa dengan demikian Penggugat akan merasakan hukuman se-

umur hidup.

6. Bahwa terhadap diterbitkamnya Surat Keputusan sebagaimana
tersebut pada poin 2 dan 4 diatas Penggugat merasa kepen—
tingannys dirugikan sebab @

- Pengembalian pangkat kepada posisi pangkat semula tidak
disertai dengan pengembalian posisi gaji pokok semle
(sebelum penggugat dikenai hukuman jabatan), hal ini je-
lag~jelas bertentangan dengan Peraturan Disiplin Pegawai
Bank Rakyat Indonesia dengan NOKEP & S,T2-CEC/SSS/SDN/8/
1998 tanggal 18 Agustus 1998.-

« PolibaYaTall scesescosnee
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- Pembayaran Gaji Pokok seharusnya sebescar Rp,98.540,-(sem
bilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah )
dibayarkan menjadi Rp.76.250,~ (Tujub puluh enam ribu ——
dua ratus lima puluh Tupish), sehingga terdapat kerugian
Gaji pokok sebesar Rp.22.,290,~ (dua puluh dua ribu dua-
ratus sembilan puluh rupiash) perbulannya, berikut hak=
hak lain yang melekat dari padanya.-

- Bahwa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Peng
gugat sangat tidak sebanding dengan pengabdian penggugat
yang telah mengabdikan diri kepada Negara, khususnya PT.
Bank Rakyat Indonesia (persero) terhitung sejak tanggal
01 Nopember 1964 hinggsa sekarang tidak terputus dan beh-
kan penggugat telah mendapatkan Piagam penghargaan dari
Direksi PT, Bank Rakyat Indonesia (persero) tertanggal
04 Juli 1990 gebagai Piagam Penghargaan Pengabdian 25 Ta
hun secara terus menerus,-

7. Bahwa selain hal tersebut pada poin & diatas geharusnya
terhitung pada bulan Juli 1999, penggugat berhak mendapat—
kan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL), hal mana tidak di
berikan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IIl.-~

8, Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan surat keputusan ber-
ilut lampirammya sebagaimana tersebut pada p,in 2,3,4 dan
5 diatas, adalah telah 13
= bertentangan dengan peraturan perundangan yang herlaku.-
« bertindak sewenang-wenang.-—

dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat

2 B cveniessrae
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Disclaimer
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9.

10,

1.

2 a dan ¢ Undang-undang Nomor 3 5 Tabun 1986.-

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan beserta lampiramnya
Yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut telah mengandung
cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.=-
Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini Penggugat telah ber-
kali-kali mengirim surat kepada pihak Tergugat I melalui
Tergugat III, namun tidak mendapatkan tanggapan yang posi=—
tif oleh karenanys tak ada jalan lain bagi Penggugat kecua
1i mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Ugaha Negara Beng
kulu sekarang ini.-

Bahwa Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana tersebut pada
poin 2 dan 4 diatas, diterima oleh Penggugat tanggal 40—
Mei 1999, dan uniuk melawan surat keputusan a quo Penggu-
gat telah mendaftarkan gugatannya tanggal 15 Juli 1999, &u
gatan mana telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pe
ngadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 7 Desember ~e=
1999, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat ti-
dak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard).

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (¥.0) sesuai dengan hukum formil Penggugat diberi
kan hak untuk mengajukan gugatan baru terhadsp perkara ——
yang sama, oleh karenanya gugatan Penggugat sekarang ini
masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pa~-

sal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.-

Berdasarkan hal~hal terurai diatas mobon kiranya Peng

adilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dapat memberikan putusan

Bebagai ssveeese
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sebagai berikut s

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya j

2. Menyatakan batal atan tidak sah Surat Keputusan NOKEP 141

-353/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP s 166~

SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran~

lampirannys yang telah diterbitkan oleh Tergugat I j

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk 1

3.1. Mencabut Surat Keputusan NOKEP 1 141-SSS/SDM/PK/04 /

99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP s 166~335/SDM/TPKM/

06/1999 tanggal 11 Juni 1999, berikut lampiran~lampir

annya 3

3.2, Menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Peng

gugat yang berisikan @

ae

b,

Ce

d.
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Pengembalian pangkat pada pangkat semula, disertai
dengan pengembalian gaji pokok pada posisi semila
(sebelum dikenakan hukuman jabatan) j

Pemberian gaji pokck terakhir untuk Masa Persiapan
Pensiun (MPP) harus ditetapkan berdasarkan penetap
an gaji pokok yang paling akhir j

Memberikan hak-hak pengsugat berupa Kenaikan Gaji
Pokok Lanjutan (KGPL) 3

Membayarkan kepada penggugat sisa Gaji Pokok yang
tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,- (dua pulub—
dua ribu dna ratus lima puluh rupiah) perbulan ber
ikut hak-hak penggugat yang melekat padanya beser-
ta semua akibat hukumnya, terhiiung sejak tanggal
01 Januari 1999 sampai dengan putusan dalam perkapa

Ini sinvveenss
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ini dilaksanakan.

e. Memerintahkan kepada ‘ergugat II dan III, agar me
laksanskan Surat Keputusan yang diterbitkan sesuai
dengan permohonan penggugat

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semia biaya yang
timbul dalam perkara ini j
- Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil

nyz { Ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentu-
kan untuk kepentingan Penggugat, hadir Kuasanys HUSNIN WALIL
SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 1999,
sedangkan untuk kepentingan para Tergugat, telah hadir Kuasa
nya NURHADI SUPRAPTO, SH,, RATIH HANDAYANI, SH., DONNY PERMA-
NA, SH,, NANA DWIANA, SH., ACEP RAMMAN HAKIM, SH.,3ADARMAN,SE
BAMBANG YULIANTC, masing-masing adalah Karyawan PT. Bank Rak-
yat Indonesia (Persero) yang berkentor di Jalan Jenderal Su~
dirman ¥o. 44-46 Jakarta Pusat, PT. Bank Rakyat Indonesia —--
(Perserc) Kantor Wilayah J1. Kapten A. Rivai No. 15 Palembang
dan P7, Bank Rakyat Indonesia (Perserc) Kantor Cabang Jalan S
Parman No, 120 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing
masing tertanggal 08 Pebruari 2000, tanggal 15 Pebruari 2000

dan 15 Pebruari 2000 j

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  tersebut
masing-masing Kuasa Tergugat, telah mengajukan jawabannya pa-
da tanggal 28 Pebruari 2000, dsngan mengemukakan hal-hal seba
gai berikut @

TERGUGAT I

Dalam cesesconses
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Dalam Eksepsi s

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Eksgepsi I

1.

2.

4.

Bahwa Materi gugatan Penggugat baik dalam posita gu-
gatan maupun petitum gugatannya, secara t{egas-tegas
dan jelas menuntut agar Surat heputusa.n yang  dike=
luarkan oleh Kepala Divisi MSDM Kantor Pusat PT. BRI
(Persero) (Tergugat I) ; yaitu Surat Keputusan NOKEP
141-55S/8DM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NO-
KEP 166-335/SDM/PKIY/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 ber
ikut lampiran-lampirammya dibatalkan dan dinyatakan
tidak sah j

Bahwa Berdasarkan point 10 posita gugatan Penggugat
a quo Penggugat mengakui bahwasanya kedua "“objectum
litis" a quo Penggugat terima pada tanggal 10 Mei
1999 atau sudsh kurang lebih 7 (tujuh) bulan atau
200 (dua ratus) hari yang lalu j

Bahwa Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Un-
dang undang No. 5 Tabun 1986 pasal 55 ditegmskan bah
waganya gugatan Tata Usaba Negara dapat diajukan ha~-
nya dalam tenggang waktu 90 (membilan puluh)hari ter
hitung sejak saat diterimanya atan diumukamnya Ke-
putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo
Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara a quo
yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan
TUN Tergugat I yang Penggugat terima pada tanggal 10

Mei 1999 atau kurang lebib 200 (dua ratus) hari yang

1all seeeeanss
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- 10 -

lalu maka gugatan Penggugat yang demikian berdasar=
kan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pasal 55 adalah
gugatan yang sudah KADALUARSA. Sehingga terhadap gu
gatan Penggugat a quo dengan mendasarkan pade keten
tuan yang berlaku sudah seharusnya tidak dapat di

torima j

Eksepsi II1

5. Bahwea mengingat gugatan Penggugat baik dalam posita
maupun petitum gugatanmnya mempermasalahkan Surat Ke
putusan NOKEP ; 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 Ap
Til 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal-
11 Juni 1999 berikut lampiran-lampiramya yang di
keluarkan oleh Tergugat I maka berdasarkan pasal %4
Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat seharus-
nya mengajukan gugatan ke dan melalul Pengadilan =-
TUN di Jakarta, Hal ini mengingat kedudukan Tergu~
gat I adalah di Jakarta bukan di Bengkulu

6. Bahwa oleh karenanya demi hukum Majelis Hakim Peng-
adilen TUN Bengkulu harus menyatakan tidak berwe-
nang untuk memeriksa, mengadili dan memitus perkara
a quo. Hal ini mengingat yang berwenang sesuai deng
an ketentuan yang berlaku untuk memeriksa,mengadili
dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata ——
Usaha Negara Jakarta 3

M AK A s BERDASARKAN DALYIL-DALIL TERSEBUT DIATAS TER

GUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG ,,.
TERHORMAT siesnvones
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TERHORMAT UNTUK MEMUTUS EKSEPSI INI TERLEBIH DAHU-
1 SEBELUM MEMERIKSA POKOK FERKARANYA D NGAN PUTUS
AN MENOLAK GUGATAYN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU
SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;
DALAM POKOK FERKARA
Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat
lain, Tergugat I dengan ini mengajukan JAWABAN sebagai ber
ikut s
Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon
dienggap telah pula dikemikskan dalam Jawaban ini 3
Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil - dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat I ;
Bahwa Surat Keputusan NOKEP 1 141-8SS/SDM/PKM/04/99 tang-
gal 22 April 1999 dan NOKEP s 166-3SS/SDH/PKM/06/1999 tang
gal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampiramnya yang Penggu-
gat mintakan pembatalnnya melalui Pengadilan TUN Bengkulu
(objek sengketa) adalab Surat Keputusan TUN yang dikeluar—
kan/diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I yang
berkedudukan di Jakarta j
Bahwa Sehingga sudah seharusnya gugatan yang mempermasalah
kan kedua Objek Sengketa a gquo sebagaimana gugatan yang
Penggugat ajukan, diajukan ke dan melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, bukan ke Pengadilan TUN Bengkulu.

Oieh karenanya gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember
1999 yang ditujuken kepada Kepala Divisi MSDM Kantor Pusat
BRI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Tergugat I adalah

gugatan coeevceces
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gugatan yang sangat keliru apabila diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu karena Pengadilan TUN Bengkulu
tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus per
kara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan TUN Ja~
karta

6. Bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang ada, ternya
ta kedua objek sengketa telah Penggugat terima pada tang-
gal 10 Mei 1999, sehingga mengingat gugatan Penggugat baru
diajukan pada tanggal 20 Desember 1999 maka berdasarkan ke
tentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat adalah gugate-
an yang telah KADALUARSA ;

7. Bahwa Berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember
1999, Penggugat pada intinya mempermasalahkan penetapan be
sarnya gaji pokok atas nama Penggugat sebagaimana yang su=—
dah ditetapkan dalam Surat Keputusan NOKEP s 141-SSS/SDM /

FKIY/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/

06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya.

Selanjutnya dalam posita dan khususnya dalam petitum gugat
annya Penggugat menyatakan dan mohon kepada Majelis Hakim
TUN Bengkulu, agar kedua objek sengketa a quo  dibatalkan
dan dinyatakan tidak sah. Eal ini diajukan oleh Penggugat
karena menurut versi Penggugat, kedua objek sengketa a quo
dikeluarkan/diterbitkan dengan sewenang-wenang dan berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(QUOD NON)

8. Bahwa dalil Penggugal yang demikian jelas merupakan dalil
yang tidak benar dan sangatlah tidak berdasarkan hukum sa-

ma sekali, karena senyatanya kedua objek gengketa Yyang

Penggllga.t sSee v
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Panggugat ajukan pembatalannya dikeluarkan cleh Tergugat I

berdasarkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam keten

tuan yang berlaku di PT BRI {Persero), yaitu Surat Keputua

an Direksi Nokep., S. 18-1711/5/1977 tanggel 16-05=13977.

Lebih rinei lagi dalam Asli kedua objek sengketa a quo pa-
da bagian konsideran mengingat telah tegas dan jelas dican
tumkan dasar peraturan yang mendasari dikeluarkannys Surat
Keputusan a quo khususnya yang berkaitan dengan penetapan

besarnya gaji pokok yaitu antara lain Surat Bdaran Direksi

NOSE 1 S. 92-DIR/SDM/6/92 tanggal 29-06-1992 yaitu yang —
berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perubahan Ga
ji yang berlaku di PT. BRI (persero) dan Surat Keputusan
Direksi BRI NOKEP s S. 35-DIR/SDM/6/92 tanggal 26-06-1992

tentang Peraturan Gaji BRI j

Bahwa sehingga terbukti tidak benar dan harus ditolak ser—
ta tidak dipertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya
yang méngatakan bahwa objek sengketa dikeluarkan secara
sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum

yang berlaku,

Hal ini mengingat objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Pe
jabat TUN yang berwenang yaitu Kepala Diviei MSDM Kantor
Pusat PT. BRI {Persero) (Tergugat I) sesuai dengan kewe-
nangan yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Direk-
si BRI NOKEP s 3. 18-1711/5/1977 tanggal 16-05-1977 ten-
tang delegasi Wewenang Dalam Bidang Pembinaan Personil Pe-
gawai BRI serta sudah sesuai dengan peraturan dan ketentu~

an laimnya yang berlaku di PT. BRI (Persero) j

10. Bahwa Dalam ketentuan yang dijadikan dasar dan alas hulcum

oleh cevsvans
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oleh Tergugat 1 tersebut secara jelas dan terang ditentu=
kan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan besarnya gaji
pokok yang akan diterima bagi pegawai yang dinaikkan/dikem
balikan pangkatnya ke pangkat yang lebih tinggi/pangka.t ge
mila { in casu kenaikan / pengembalian Pangkat yang Penggu
gat alami )

Bahwa Dengan demikian tidak benar dan harus ditolak serta
tidak dipertimbangkan dalil Penggugat pada point 8 gugatan
nya yang mengatakan bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan

mengatakan bahwa Tergugat I bertindak sewenang-wenang.

Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diberlakukan
kepada Penggugat serta semua pegawai BRI lainnya, telah te
gas dan jelas dikatakan bahwa pegawai yang dijatuhi hukum~
an jabatan turun pangkat {in casu Pengsugat) kemudian  di
kembalikan ke pangkat semula, panedtupan gaji pokox pada
waxtu pengembalian pangat disamalan dengan penetapan gaji

vang nail pan.det yaita didetanikan gaji

pokok bagl pegawal
pokok sebesar gaji pokok minimal pada golongan pengkal yang

bara tersebut,

Dengan demikian terbukti sangatlah tidak benar dan  harus
ditolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menga-
talan bahwa objek senzketa yang dilieluarkan oleh Tersugat-
I merupakan keputisan yang sawenang-wenang dan berienlang~

an dengan ketentuan yang berlaku serta cacat hukum sehing-

ga harus dinyatakan tidak sah dan minta untuk dibatalkan.

Senyatanya terlihat jelas dan terang bahwasanya surat ke=-
putusan a quo telah dikeluarkan seguai dengan sistem dan
prosedur serta ketentuan yang berlaku di PT. BRI (Perseroc)

darl sesssnsan
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dan tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh Tergu~
gat I dalam menerbitkan dan mehgeluarkan objek sengketa di
maksud ;

Bahwa Oleh karenanys tidak benar dan patut untuk tidak di
pertimbangkan serta haruslah ditolak dalil Penggugat dalam
point 6 yang mendasarkan gugatammya pada ketentuan Peratur
an Disiplin Pegawai BRI sesuai Nokep., S. T72~CEQ/SSS/SDM/8/

1998 tanggal 18 Agustus 1998,

Hal ini mengingat pelanggaran kepegawaian yang  dilakukan
oleh Penggugat, dilakukan sebelum diberlakukamnya Nokep S.
72-CEQ/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998, sehingga ke
pada Penggugat diberlakukan ketentuan hukuman jabatan bew—
serta akibatnya sebelum berlakunya Nokep S.72-CE0/SSS/SDM/

8/1998 tanggal 18 Agustus 1998 a quo.

Fakta hukum ini terlihat dan terbaca dengan jelas dan te—
rang dalam asli chjek sengketa khususnya pada bagian konsi
deran mengingat yang mencantumkan ketentuan PT, BRI ( Per—
sero ) yang secars tegas memberlakukan Surat Keputusan di
luar Nokep. S. 72-CEQ/SSS/SDM/8/1998 tanggel 18 Agustus
1998 ;
Bahwa Demikian juga tuntutan Penggugat mengenai masalah
KGPL, merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan
harus ditolak. Hal ini mengingat, berdasarkan Surat Edaran
NOSE, S. 92-DIR/SDM/6/92 tanggal 29 Juni 1992 tentang Pe-
tunjuk Pelaksanasn Tentang Perubahan Peraturan Gaji, dite=—
gaskan bahwa XKGPL dapat diberikan kepada pegawai apabila
Ybs. telah mencapai gaji pokok maximal pada golonga.n/pang—
katnya, namm ybs. belum memenuhi persyaratan atau belum
ada formasi untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi maka
Pogawai ybas. akan ditetapkan (diberikan) Kenaikan Gaji
Pokok sevsnnse
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Pokok Lanjutan j

Bahwa Artinya bahwa XGPL dapat diberikan kepada seorang Pe
gawai apabila pegawai ybs. pada pangkatnya telah mencapai
gajl pokok maximal namun ybs. belum memenuhi persyaratan
atau belum ada formasi untuk naik ke pangkat yang lebih
tinggi ;

Bahwa Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk mendapat-
kan KGPL adalab tuntutan yang tidak berdasar sama sekali
dan harus ditolak. Hal ini mengingat terhitung milai tang=-
gal 1 Januari 1999 Penggugat baru dinaikkan pangkatnya da~
Ti Golongan/Pangkat Muda 1/E.I ke Golongan/Pangkat Muda 2/
E,IT dengan gaji pokok baru (gaji pokoknya sudah naik dari
semula sebesar Rp.67.500,- menjadi sebesar Rp,.76.250,-).
Sehingga dengan adanya perubahan kenaikan gaji pokok a quo
maka Penggugat adalah Pegawai tidak termasuk kedalam kyite
ria pegawai yang berhak untuk mendapatian KGPL ;

Bahwa Selanjutnya eesuai dengan Surat Bantor Pusat BRI No.
B.224~-DIR/SDIY/93 tanggal 7 Juli 1999 tentang Penetapan KG—
FT dan Gaji Pokock pada waktu naik pangkat halaman 5 dite~—
gaskan bahwa bagi pegawai yang terkena hukuman jabatan dan
masa kerja pangkatnya lebih dari 7 bulan sampai dengan ta~
hun berjalan maka pegawai ybs. diberikan KGPL untuk priocde
bulan Juli tahun berikutnya.

Sehingga apabila Penggugatl tidar. naik pangkat pada tanggal
4 Januari 1999 maka Penggugat baru berhak mendapat KGPL pa
da bulan Juli 1999 sebagaimana yang disebutkan dalam SK.

No. 008-SDM/BIN/01/98 tanggal 13 Januari 1998.

Tetapi karena pada tanggal 1 Jamuari 1999 Penggugat telah
dinaikan pangkatnya setingkat lebhih tinggi dan gaji pokok
nya telah dinaikan maka berdasarkan ketentuan yang berlaku

8 qUO sescscee
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a quo Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan XGPL maupun
KGPT untuk tahun 1999 dan Penggugat baru berhak mendapat—

kan KGPT untuk bulan Juli tahun 2000.

Dengan demikian mengingat gugatan dan tuntutan  Penggugat
a quo adalah gugatan/ tuntutan yang tidak berdasarkan hukum
dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku maka sangat-
lah berdasarkan dan beralasan hukum apabila gugatan/tuntut

an Penggugat a quo ditolak dan tidak dipertimbangkan j

M AKA 3 BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT  DIATAS
TERGJGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKU
LU YANG TERHOXMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT
YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TI

DAX DAFPAT DITERIMA ;

TERGUGAT II
Dalam Eksepsi 3

Eksepsi I

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada intinya mempermasalah
kan Surat Keputusan NOKEP s 141-SSS/SDM/PKM/04/99--
tanggal 22 April 1999 dan NOKEP s 166-SSS/SDM/PKM/-
06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut  lampiramnya
yang keluarkan, diterbitkan dan ditandatangani c¢leh
pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat I,
yang berkedudukan di Jakarta ;

2, Bahwa Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta dalam
menerbitkan dan menandatangani kedua objek sengketa
a queo didasarkan pada ketentuan delegasi  wewenang
yang berlaku di PT. BRI (Persero) sebagaimana  di-
atur dalam ketentuan yang berlaku di BRI j

3, Bahwa sehingga sangatlah keliru dan tidak ——————

berdasarkal ceeneess
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berdasarkan hukum sgerta salah slamat apabila gugat-
an Penggugat juga ditujukan kepada Tergugat II. Su~
dah seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5
tabun 1986 pasal 1 butir 6, gugatan Penggugat a quo
cukup ditujukan kepada Tergugat I yang berkedudukan
di Jakarta saja, selaku Badan/Pejabat TUN yang meng
eluarkan objek sengketa 3

4. Bahwa dengan demikian mengingat Penggugat hanya mem
permasalabkan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh
Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta maka berda-
garkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya gu-
gatan a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I asaja
tanpa harus menyertakan pihak lain diluar  pejabat

TUN a quo (i.c Tergugat II).

Oleh karenanya sangatlah bertentangan dengan hukum
yang berlaku apabila Penggugatl menyertakan Tergugat

11 sebagai pihkak Tergugat dalam perkara a quo

Ekxsepsi II

5. Bahwa karena Tergugat I selaku Pejabat TUN yang me-
ngeluarkan / menerbitkan objek mengketa  mempunyai
kedudukan di Jakarta dan selanjutnya dengan menda-—
sarkan pada pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 1986
untuk menggugat Tergugat I a quo seharusnya diaju-
kan ke dan melalui Pengadilan TUN di Jakarta bukan
PTUN Bengkulu j

6, Bahwa dengan demikian demi hukum Majelis Hakim Peng
adilan TUN Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa
mengadili dan memutus perkara a quo, karena seharus
nya yang berwenang sesuai dengan Undang-undang __.. .

NO. 5 RN N
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Ko. 5 tabun 1986 untuk memeriksa, mengadili dan me-~
mitus perkara a quo adalah Pengadilan Tate Usaha Ne

gara Jakarta ;

Eksgepsi III

T. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat baik daw
lam posita gugatan maupun petitum gugatannya,secara
tegas~tegas dan jelas menuntut agar Surat Keputusan
yang dikeluarkan Tergugat I; yaitu Surat Keputusan
NOKEP s 141-SS5/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999
dan NOKEP 166-SSS/SDM/FKM/06/1999 tanggal 11 Juni
1999 berikut lampiran-lampirannya dibatalkan dan di
nyatakan tidak sah j

8, Bahwa berdasarkan point 10 Posita gugatan Penggugat
a quo, Penggugat mengakui bahwasanya kedua " objec-
tum litis " a quo Penggugat terima pada tanggal 10
Mei 1999 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan —
atau 200 {dua ratus) hari yang lalu j

9, Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Une
dang undang No, 5 Tahun 1986 pasal 55 ditegaskan ——
bahwasanya gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a -~
quo 3

10. Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara a quo
yang dipermasalabkan oleh Penggugat adalah Keputus-
an TUN yang Penggugat terima pada tanggal 10 Mei-
1999 atau kurang lebih 200 {dua ratus) hari yang la
1lu maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan

Undang~ ssvenes

Disclaimer
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Undang-undang No. 5 tabun 1986 pasal 55 adalah gu~
gatan yang sudah KADALUARSA, Sehingga terhadap gu-
gatan Penggugal a quo dengan mendagarkan pada keten
tuan yang berlaku sudab sebarusnya tidak dapat di-

terima ;

M A KA + BERDASAHKAN HAL-HAT, DAN DALIL-DALIL TERSE-
BUT DIATAS DENGAN INI TERGUGAT II MOHON KE
PADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKULU UNTUK Mt
MUTUS EKSEPSI INI TERLEBIH DAHULU SEBELUM

MEMERIKSA POKOK PERKARANYA DENGAN PUTUSAN

MENOLAK GUGATAN YANG DEMIKIAN ATAU SETTDAK

TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PCKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terbhormat berpendapat
lain, Tergugat II dengan ini mengajukan JAWABAN sebagai —
berikut 1

Bahwa hal~hal yang telah dikemukgkan dalam Eksepsi  mohon
dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban ini j

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas aemus dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat II j

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang
jugae ditujukan kepada Tergugat II jelas merupakan gugatan
yang keliru dan salah alamat. Sudah seharusnya jika memang
Surat Keputusan NOKEP 3 141-SSS/SDM/PKI/04/99 tanggal 22~
April 1999 dan NOKEP 466~SSS/SDM/PKM/06/1599 tanggal 11 Ju
ni 1999 berikut lampiran-lampirannya merugikan  Penggugat

(QUOD Nm) LU R Y )

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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{QUOD NON) maka gugatannya cukup diajukan kepada Tergugat
I saja dan tidak menyertakan Tergugat II yang nota bens ti
dak mengeluarksn keputusan objek sengketa.

Dengan demikian gugatan Penggugat tertanggal 20 Desemxber-
1999 yang juga ditujukan kepada Tergugat II merupakan
gugatan yang salah alamat, Karena berdasarkan pasal 1 hu-
tir 6 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ditegaskan bahwa Ter-
gugat yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang —--
yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang  digugat
oleh orang atau badan hukum perdata. Karena yang mengeluar
kan Surat “eputusa.n yang menjadi objek sengketa adalah Ter
gugat I maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Ba,da.n/Pe-
jabat TUN diluar Tergugat I (i.c Tergugat II) tidak diikut

sertakan sebagai pihak Tergugat.

levih jauh lagi ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan
yang sudah KADALUARSA, karena bertentangan dengen pasal 55
Undang-undang No, 5 tahun 1986, yaitu gugatan diajukan te-
lah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sehingga sudah se-
harusnya gugatan Penggugat ditolsk atau setidak-tidaknya—
tidak dapat diterima j

5« Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dijadikan  dasar
oleh Penggugat dalam gugatannya semakin memperjelas dan
memadai apabila Penggugat menyertakan Tergugai I1 sebagal
pihak Tergugat.
Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No, 5 tahun 1986

ditegaskan ..seencances

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ditegaskan bahwa GUGATAN adalah permohonan yang berisi tun
tutan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan su
atu putusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya w—
atau yang dilimpahkan kepadanya dan diajukan ke pengadilan

yang berwenang untuk mendapatkan keputusan,

Sehingga apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I maka
gugatan Penggugat seharusnya cukup ditujukan kepada Tergu—

gat 1 saja ;

Bahwa tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat tertanggal -
20 Desgember 1999 Penggugat telah menyertakan Tergugat II
gebagai salah satu pihak Tergugat tetapi anehnya tidak ada
satupun keputusan TUN dari Tergugat II yang Penggugat min-
takan pembatalannya j

Bahwa dengan demikian tuntutan kepada Badan atau Pejabat--
TUN sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergu
gat II jelas merupakan gugatan yang keliru dan tidak dibe-

narkan menurut hukum,

Sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila gugatan yang
diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 1999 yang
juga ditujukan kepada Yergugat IT DITOLAK dan TIDAK DIFER-
TIMBANGKAN ;

Bahwa selanjutnya mengingat dalam gugatammya baik dalam po
sita gugatan maupun dalam petitum gugatannya Penggugat sa-
ma sekali tidak mengajukan tuntutan/permohonan pembatalan
Surat Aepu‘!m.sa:n Tata Usaha Negara yang di.kelua.rkan/. ciosse

d.l't@rbltkarl tetranen
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diterbitkan oleh Tergugat II, karena yang diajukan/dimohon
kan pembatalarnya hanya Surat Keputusan TUIl yang dikeluar
kan oleh Tergugat I saja maka Tergugat I tidak akan me-

nanggapi lebih jauh gugatan Penggugat selebihnya ;

MAKA s BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT  DIATAS

TERGUGAT IT MOHON KEFADA MAJELIS HAKUM PTUN BENG

KULU UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKI-
AN ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINTATAKAN TIDAK DAPAT—

DITERIMA ;

TERGUGAT III
Dalam Eksepsi 3

Eksepsi T

1. Bahwa Pokok gugatan Penggugat tertanggal 20 Desem=
ber 1999, pada intinya Penggugat mempermasalahkan-——
Surat Keputusan NOKEP 141-85S/SDM/PKI/04/99 tang-
gal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-53S/SDM/PXM/06/—
1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampirannya yang
dikeluarkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat I
Kepala Diviei Manajemen Sumber Daya Manusia (MHSDM),
yang berkedudukan di Jakarta j

2. Bahwa sehingga sangallah keliru dan tidak berdasar—
kan hukum serta salah alamat apabila gugatan Penggu
gat juga ditujukan kepada ‘ergugat III. Sudah seha
Tusnya sesuai dsngan Undang-undang yang berlaku gu-
gatan Penggugat a quo cukup ditujukan kepada Tergu-

gat I yang berkedudukan di Jakarta saja, selaku———
Badan seeccessses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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B&d-a.n/?e:jabat TUN yang mengeluarkan objek sengketaj

3. Bahwa secara tegas dalam Undang-undang No. 9 tahun
1986 telah diberikan petunjuk bahwasanya suatu gu-
gatan harus diajukan kepada Tergugat yang merupakan
Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu ke—
putusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya ;

4., Bahwa dengan demikian mengingat Penggugat memperma~
salahkan Keputusan TUN yang dikeluarkan cleh Tergu-
gat I yang berkedudukan di Yakarta maka berdasarkan
ketentuan yang berlaku seharusnya gugatan a quo cu-—
kup ditujukan kepada Tergugat I saja tanpa harus me
nyertakan pihak lain diluar pejabat TUN a quo ( i.c

Tergugat III ).

Cleh karenanya sangatlah bertentangan dengan hukum
Yang berlaku apabila Penggugat menyertakan Tergugat

III sebagai pihak l'ergugat dalan perkara a quo

5« Bahwa karena Tergugat I selaku Pejabat TUN yang me-
ngeluarkan / menerbitkan objek sengketa mempunyai

kedudukan di Jakarta dan selanjutnys dengan menda~

sarkan pada pasal 54 Undang-undang No. 95 tahun 1986
untuk menggugat Tergugat I a quo seharusnya diaju=—
kan ke dan melalui Pengadilan TUN di Jakarta bukan
PTUN Bengkulu j

6. Bahwa dengan demikian demi bukum Majelis Hakim

Penga.d—llazl tedretne

Disclaimer
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Pengadilan TUK Bengkulu tidak berwenang untuk meme-
riksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena
seharusnya yang berwenang sesuai dengan Undang un-
dang Yo. 5 tahun 1986 untuk memerikea, mengadili ~—
dan mem:tus perkara a quo adalah Pengadilan Tata ——

Usaha Negara Jzkarta j

Eksepsi IIT

T

8.

e

Bahwa materi gugatan Penggugat baik dalam poasita gu
gatan maupun petitum gugatannya, secara tegas-tegas
dan jelas menuntut agar Surat “eputusan yang dikelu
arkan Tergugzat I j yaitu Surat Keputusan NOKEP 141
S35/SDM/FKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan  NOKEP
166-83S/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999  ber—
ikut lempiran-lampiramnya dibatalkan dan dinyatakan
{tidak sah

Bahwa berdasarkan point 10 Posita.. gugatan Penggugat
a quo, Penggugat mengakui bahwasanya keduas "objek-
tum 1litis™ a quo Penggugat terima pada tanggal 10—
Mei 1999 atau sudah kurang lebih 7 (tujun) bulan
atau 200 {dua ratus) hari yang lalu ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
Undang-undang No., 5 tahun 1986 pasal 55 ditegaskan
bahwasanya gugatan Tata Usaha Negara dapat diaju~
kan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak saat diterimanya atan-————=—=

diuminkannya sesseees
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diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usa~
ha Negara a quo 3
10, Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara u quo
yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputus-
an TUN yang Penggugat terima pada tanggal 10 Mei-
1999 atau kurang lebih sudah 200 (dua ratus) hari
yang lalu maka gugatan Penggugat yang demikian ber-
dasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 pasal 55
adalah gugatan yang sudah KADALUARSA, Sehingga ter—
hadap gugatan Penggugat a quo dengan mendasarkan
pada ketentuan yang berlaku sudah seharusnya tidak
dapat diterima ;
MAKA $ BERDASARKAN HAL~HAL DAN DALIL--DAITI, TER-
SEBUT DIATAS DENGAN INI TERGUGAT IITI HNO-
HON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKULU UN
TUK MEMUTUS BKSEPSI INI TERLEBIH  DAHULU
SEBELUM MEMERIKSA POKCOK PERKARANYA DENGAN
PUTUSAN MENOLAX GUGATAN PENGGUGAT YANG DE
MIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA  DINTATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat
lain, Tergugat III dengan ini mengajukan JAWABAN  sebagai
berikut i

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Fksepsi  mohon
dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban ini j

3, BahwWa sievssssons

Disclaimer
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Babhwa Tergugat III menolak dengan tegas semia dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat III ;

Bahwa sangatlah keliru dan salah alamat gugatan Penggugat

tertanggal 20 Desember 1999 yang ditujukan kepada Tergugat

IIT. 3udah seharusnya jika memang Surat Keputusan NOKEP i
141-838/SDH/PKI/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-
8SS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran—
lampirannya merugikan Penggugat (QUOD NON) maka gugatannya
cukup diajukan kepada Tergugat I saja bukan kepada Tergu-

gat I1I.

Selain itu gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999

Yang ditujukan kepada Tergugat III ; Kanca BRI Bengkulu i
merupakan gugatan yang salah alamat dan KADALUARSA ( teiah

lewat dari 90 hari) sehingga sudah seharusnya ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima j

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya semakin memperjelas
dan memperterang bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugat
an yang tidak memilik dasar yuridis yang jelas dan memadai
apabila Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai  pihak

Tergugat.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 tahun 1986
ditegaskan bahwa GUGATAN adalah permohonan yang berisi tun
tutan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan su
atu putusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya dan diajukan ke pengadilan

yang berwenang untuk mendapatkan keputusan,

Sehingga seeeeees

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sehingga apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I maka
gugatan Penggugat seharusnya cukup ditujukan kepada Tergu—~

gat I saja 3

6. Bahwa tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat tertangegal -

20 Desember 1999 Penggugat telah menyertakan Terzugat III
sebagai salah satu pihak Tergugat tetapi anshnya tidak ada
satupun keputusan TUN dari Tergugat III yang Penggugat min

takan pembatalannya ;

Te Bshwa dengan demikian tuntutan kepada Badan atau Pejabat

TUN gebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Ter—
gugat III jelas merupakan gugatan yang keliru dan  tidak

dibenarkan menurut hukum,

Sehingga sangatlah berdagarkan hukum apabila gugatan yang
diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 1999 yang
ditujukan kepada Tergugat III DITOLAK dan TIDAK DIFERTIM-——

BANCKAN ;

8, Bahwa selanjutnya mengingat dalam gugatannya baik dalam po

sita gugatan maupun dalam petitum gugatammya Penggugat sa~
ma sekali tidak mengajukan tuntutan/permobonan pembatalan
Surat K'e_x_au*t'e.zsa.n Tata Usaha Negara yang dj_kelua.rkan/diter—-
bitkan oleh Tergugat III, karena yang diajukan/ dimohonkan
pembatalannya hanya Surat i&eputusan TUN yanz  dikeluarkan
oleh Tergugat I saja maka Tergugat III tidak akan menang=-

gapi. lebih jauk gugatan Penggugat selebibnya.

Apalagi ternyata Tergugat I dalam mengeluarkan/menerbitkan

objek sengketa sudsh sesuai dengan kewenangan yang -——————

Aimilikinya eeees
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dimilikinya dan sudsh berdasarkan ketentuan hukum yang ber
laku maka sangatlah berdasarkan dan beralasan hukum apabi-

la gugatan/tuntutan Penggugat a quo ditolak dan tidak di-
pertimbangkan ;

MA KA s BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT  DIATAS

TERGUGAT TIII MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENG
KULU UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKI

AN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT——
DITERIMA j

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugail I, Tergugat
II dan Tergugat III Penggugat telah mengajukan Repliknya ter-
tanggal 20 Maret 2000, dan atas Replik Penggugat tersebut,Ter
gugat I, Tergugat II dan Tergugat III1 telah mengajukan Duplik
nya masing-masing tertanggal 29 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan~—
nya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa su-
rat surat yang telah dibububi meterai dengan cukup dan telzh
pula disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, sehinggs da
pat dijadikan alat bukti sah diberi tanda P.1 sampai dengan

P.5 dengan perincian sebagai berikut s

1. Bukti P.1 & Surat Keputusan NOKEP : 141-3SS/SDM/PKi/04 /
99 tanggal 22 April 1999 tentang penetapan
kembali pangkat atas nama Zakaria Saleh {fo-
to copy sesuai dengan aslinya) ;

2, Bukti P,2 1 Surat Keputusan NOKEP 166~83S/SDI/PKM/06/99,
tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiapan

Pensiun c.eeseee

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Pensiun atas nama Zakaria Saleh (foto copy -
sesuai dengan aslinya) j

3. Bukti P.3 t Surat Keputusan Nokep s 008D=SDM/BIN/01/1998
tanggal 13 Januari 1999 tentang Penurunan
Pangkat atas nama Zakaria Saleh (foto copy -
sesuai dengan aslinya) ;

4, Bukti P.4 t Kutipan Surat Keputusan Nokep/TJAB.15/10/64,
tanggal 15 Oktober 1964 tentang pengangkatan
sebagai Pegawai Bank atas nama Zakaria Sa~
leh (foto copy sesuai dengan aslinya) j

5. Bukti P.5 s Piagam Penghargaan 25 Tahun Nokep s 132-DIR/
SDM/7/90 tangzal 4 Juli 199C atas nama Zaka~

ria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, babwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkal
arnya Tergugat I, Terguget II dan Tergugat IIT telah mengaju-
kan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi mete-
rai dengan cukup dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli
nya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah, diberi tanda un-
tuk Tergugat I dari T.I-{ sampai dengan T.I-12, Tergugat II
dari T.,II-1 sampai dengan T.II-4 dan Tergugat IIT dari 7,111~

1 sampai dengen T.1II-4 dengan perincian sebagai berikut s

1. Bukti T.I-1 ¢t Surat Keputusan Kepala Divisi MSDK FI' BRI
(Persero) NOKEP s 141-8SS/SDM/PKIY/04/1999
tanggal 22 April 1999 Tentang  Penetapan
Kembali Pangkat atas nama Zakaria Saleh

(£fo10 eeeness

Disclaimer
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2, Bukti T.I-2

3o Bukti T.I-3

4. Bukti T.I-4

5 Bukti T.I-5

6. Bukti T.I-6

7 Bukti T,I=7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(foto fopy sesuai dengan aslinya) j

Surat Xeputusan Kepala Divisi MSDM PT BRI
{Perserc) NOKEP 166-SSS/SDM/PKI/06/ 1999~
tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiap
an Pensiun (bebas tugas) bagi Penggugat—-
Zakaria Saleh {foto copy sesuai dengan as
linya) 3

Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP s S=39-
DIR/SDY/7/92 tanggal 31 Juli 1992 tentang
Pengangkatan dan “enaikan Pangkat Pegawai
BRI (foto copy sesuai dengan aslinya)
Surat Keputusan Direksi BRI NCOKEP s S-18-
1711/5/71 tanggal 16 Mei 1997 tentang Per
aturan Delegasi Wewenang Bidang Pembinaan
Personil Pegawai BRI (foto copy sesual de
ngan aslinya) 3

Surat Xeputusan Direksi BRI NCKEF 1 3, 4-
DIR/DM/2/96 tanggal 9 Pebruari 1996 ten-
tang Delegasi Wewenang Bebas Tugas/MPP Pe
gawai BRI (foto copy sesuai dengan asli-
nya) 3

Surat Edaran Direksi NOSE : 3.92-DIR/SDM/
6/92 tanggal 29-06-1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang Perubahan Peraturan—-
Gaji (foto copy sesuai dengan aslinya} ;
sura.t Keputusan Direksi BRI NCKEF s 5,35

DIR/..--oooooo'oo
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DIR/SDM/6/92 tanggal 26~06-1992  tentang
Peraturan Gaji Pegawai BRI (foto copy se-
suai dengan aslinya)

8. Bukti T.I-8 s Surat Keputusan Direksi PT, BRI (Perserc)
Nokep s S.72.CEQ/SSS/SDM/8/1998 tanggal -
18 Agustus 1998 tentang Peraturan Disip-
lin Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

9, Bukti T.I=9 $ Surat Kantor Pusat PP, BRI (Persero) No.
B.224~DIR/SDM/93 tanggal 7 Juli 1993 ten~
tang Penetapan KCGPT dan Gaji Pokck  pada
waktu naik Pangkat (foto copy sesuai deng
an aslinya) 3

10, Bukti T.I-10 s Surat Kepala Urusan SD! Kantor Pusat PT,
BRI (Persero) No. B.380-SDM/KBJ/93 tang-
gal 4 Nopember 1993 tentang Penetapan Ga-
ji Pokok pengembalian Pangkat jo. Surat
Kanwil BRI Palembang No. R.967/KA-IV/SDM/
07/99 tanggal 2 Juli 1999 tentang Fenetap
an Gaji Pokok Pengembalian ke Pangkat se-

mila (foto copy sesuai dengan aslinya) 3

11. Bukti T,I-11 Peraturan Pemerintan No, 24 Tahun 1992,

tentang Penyesuaian Bentuwic Hulkum BRI men-
jadi Perusahaan Perseroan {Persero) (foto
copy sesual dengan aslinya) j

12. Bukti T.I=12 1 Akte No, T tanggal 4 September 1998 yang
dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana--—

Hukum seeeeens

Disclaimer
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Hukum, Notaris di Jakarta tentang Peruba
ban Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
PP, Bank Rakyat Indonesia (foto copy se-—

suai dengan aglinya) ;

Untuk Tergugat II, bukti surat-surat diberi tanda T,II

-1 sampai dengan T.II-4 dengan perincian sebagai berikut s

1. Bukti T.II-1 ¢ Surat “eputusan Kepala Divisi MSDM PT. -
BRI (Persero) NOKEP ¢ 141-S5S/SDM/PKH/04
/99 tanggal 22 April 1999 tentang Peneta
pan Kembali Pangkatl atas nama Penggugat
Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan—
aslinya} ;

2. Bukti T.II-2 t Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM  PT.
BRI (Persero) NOKEP 166-SSS/SDM/FK1/06 /
1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang lMasa
Persiaspan Pensiun (bebas tugas) bagi —-
Penggugat Zakaria Saleh (foto copy sesu-
al dengan aslinya) j

3. Bukti T.II-3 ¢ Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP 1S.18-

1711/5/77 tangsal 16 Mei 1997  tentang
Peraturan Delegasi Wewenang Bidang Pembi

naan Personil Pegawai BRI (foto copy se-
suai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.II-4 t Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP 1 S 4~
DIR/DM/2/96 tanggal 9 Pebruari 1996 ten—
tang Delegasi Wewenang Bebas Tugas/ MPP-
Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan-—

a8linya eceesee

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



-34 -

aslinya) ;

Untuk Tergugat IIT, bukti surat-surat diberi tanda T.

III-9 sampai dengan T.III-4 dengan perincian sebagai berikuts

1+ Bukti T.III-1 ¢ Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT, -~
BRI (Persero) NOKEP & 141-95S/SDM/FK1/04
/99 tanggal 22 April 1999 tentang Pemeta
pan Kembali Pangkat atas nama Penggugat
Zekaria Saleh (foto copy sesuai  dengan
aslinya) 3

2+ Bukti T,III-2 3+ Surat Keputusan Kepala Divisi MSDI PT.
BRI (Persero) NOKEP 166-35S/SDM/PKI/06 /
1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa
Persiapan Pensiun (bebas tugas) bagi —-
Penggugat Zakaria Saleh (foto copy se=
suai dengan aslinya) 3

3. Bukti T.IITI-3 ¢ Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP ¢ S-18
-1711/5/77 tanggal 16 Mei 1997 tentang
Peraturan Delegasi Wewenang Bidang Pembi
naan Personil Pegawai BRI (foto copy se=
suai dengan aslinya)

4, Bukti T.III-~4 s Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP s S.4~
DIR/DN/2/96 tanggal 9 Pebruari 1996 ten—
tang Delegasi Wewenang Bebas Tugas / MPP
Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan as-

linya)
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat-alat bukti

tersebut diatas kedua belah pihak masing-masing nmenerangkan

akan menanggapinya sekaligus dalam kesimpulan akhir j

Menimbang, ssecssess

Disclaimer
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Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihsk menga jukan
kemimpulan masing-masing dari pihak Penggugat tertanggal 27-
April 2000 dan Tergugat I, Tergugat II dan lergugat III ter—

tanggal 26 April 2000 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersi-
dangan telah disertakan dalam putusan ini dan kemudian kedua
belah pihak masing-masing tidek ada lagi yang dikemukakan dan
selanjutnya mohon putusan pengadilan, maka Majelis Hakim meng
anggap bahwa pemeriksaan sengketa ini telak cukup dan akhir-
nya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum dibawah

ini 3

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seba

geimana terurai dimuka dan untuk singkatnya tidak akan diurai

kan lagi dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gu-
gatan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam gu-
gatan Penggugat tersebut ada tiga permasalahan yang menjadi

objek sengketa dalam sengketa ini, yaitu s

1. Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PK¥/04/99 tanggal 22 April
1999 tentang Penetapan Kembali Pangkat atas nama Penggugat
yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya

Manusia Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) j

2, Surat Keputusan NOKEP 166-S3S/SDIY/PKI/06/1999 tanggal 11-
Juni 1999 tentang Masa Persiapan Pensiun atas nama Penggu
gat yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Manajemen  Sumber

Daya IR NN RN RN
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Daya Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

3.+ Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan yang
tidak diterbitkan oleh Kepala Cabang PT. Barnk Rakyat Indo—

nesiza Bengkulu.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah

mengajukan eksepsi, yang pada pokoknyaz adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugai
I, Penggugatil terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau kurang
lebih 200 (dua ratus) hari sebelum gugatan ini  terdaftaxr
di Pengadilan, maka gugatan Penggugat yang demikian berda=
sarkan pasal 55 Undang-undang No, 5 Tahun 1986 adalah gu~
gatan yang sudah Kadaluarsa, sehingga terhadap gugatan ——-
Penggugat a quo dengan mendasarkan pada ketentuan yang ber

laku seharuanya tidak dapat diterima

2, Surat Keputusan NOKEP 1 141-SSS/SDM/PKN/04/99 tanggal 22-
April 1999 dan NOKEP 166-333/SDI/PKM/06/1999 tanggal 11-
Juni 1999 berikut lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergu
gat I, maka berdasarican pasal 54 Undang-undang No, 5 Tahun
1986, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke dan mela-
lui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, hal ini mengi
ngat kedudukan Tergugat I adalah di Jakarta tukan di Beng-

kulu ;

3+ Penggugat hanya mempermasalahkan keputusan Tata Usaha Nega
ra yang dikeluarkan oleh Terg,ugat I yeng berkedudukan di-
Jakarta, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku se-
haruanya gugatan a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I
saja tanpa menyertakan pihak lain diluar Pejabat Tata Usa—

ba Negara a quo (ic. Tergugat II dan ‘ergugat III) j

Menimbang, shstsoseveres

Disclaimer
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut Ma-—
jelis menilai belum lewat tenggang waktu (Kadaluarsa), karena
sebagaimana diakui oleh Penggugat dan temyata hal ini tidak
dibantah oleh Para lergugat, bahwa objectum litis I SK No.141
-S33/SDM/PK1/04/99 tanggal 22 April 1999) diterima oleh Peng-
gugat tanggal 10 Mei 1999 dan diajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 15 Juli 1999 Nomor perkara
04/G/PTUN .BKL/1999 yang diputus tanggal 7 Desember 1999 deng-
an amar putusan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di
terima (Niet COnvanklijk verklaard)" dan selanjutnya Penggugat
mengajukan gugatan baru (sengketa ini) tanggal 20 Desember —

1999 ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu me-
nurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tabun 1986 akan  terhenti
dengan terdaftamya gugatan ke Pengadilan Tata Ussha Negara,
jadi dalam sengketa a quo praktis waektu 90 hari yang terpakai
hanya dari tanggal 11 Mei 1999 sampai 15 Juli 1999 dan tang-
gal 8 Desember 1999 sampai 20 Desember 1999 atau lebih kurang

71 hari ;

Menimbang, bahwa terhadap objectum litie II surat Kepu
tusan No. Kep. 166-5SS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 14 Juni 1999,
Majelis menilal masih dalam tenggang waktu menurut pasal 55-
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 karena tentunya keputusan ter—

sebut diterima oleh Penggugat setelah tanggal 11 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan tentang kenaikan
gaji pokok lanjutan (KGPL) yang menjadi kewajiban Tergugat ——
IIT untuk menerbitkan, tapi tidak diterbitkan, sesuai dengan
aturan yang ada dan berlaku di PT, Bank Rakyat Indonesia ada-
lah pada bulan Juli, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1)

Undazlg’- ssesssssssen

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dapat dijadikan objek sengketia
karena disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan gu-
gatan terhadap keputusan inipun masih dalam tenggang waktu
yang dibenarkan oleh Undang-undang, dimana apabila suatu kepu
tusan tidak dikeluarkan dan setelal lewat waktu empat bulan,
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telab me
ngeluarkan Keputusan penolakan, dan dalam sengketa a quo teng
gang waktu untuk objectum litis ke tiga ini dikitung ge jak
tanggal 1 Nopember 1999 3 Karena itu maka tenggang waktu yang
disyaratkan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1586 pun belum

terlampaxdi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap

eksepsi pertama ini, harus dinyatakan tidak diterima j;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke dua para Tergugat

Majelis berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesual uraian di atas, lajelis meni-
lai sebenarnya ada tiga objek gugatan dalam sengketa ini, wa~
laupun Penggugat tidak menunjuknya secara tegas sebagal objek
sengketa, akan tetapi baik dalam gugatarnya posita point tu=
juh ataupun dalam Repliknya telah diuraikan oleh Penggugat,
karena itu Majelis menilai tuntutan Penggugat untuk memper——
oleh Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) ini dapat dijadikan
sebagai objek sengketa, karena ternyata sampai gugatan ini di
daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak di~
terbitkan oleh Tergugat dan sesuai bukti T1. menjadi kewenang

an Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keientuan pasal 54 ayat
2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 maka gugatan ini dapat diaju
kan ke Pengadilan yang daerah hukumya meliputi tempat-————

kedudukan ceciesscess
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kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Yang menjadi Terzugat

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas,
secara berkelebihan (tenover vlcede) terhadap eksepsi ke dua
Para Tergugat, llajelis berpendapat, baivva g=23uial asas hukum
yang berlaku disemua lingkungan Peradilan di Indonesia, seba
gai mana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 14 Pahun 1970
Jjoe Undang-undang No, 35 Tahun 1979 yaitu peradilan dilakukan

dengan sedeThana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa peradilan secara cepait, sederhana dan
biaya ringan tersebut menurut llajelis harus sedapat mungkin
diupayakan pelaksanaarnya agar pencari keadilan (Hasyarakat)
dapat memperjuangkan hak-haknya untuk mempercleh keadilan, ka
rena itu baik proses maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh
pencari keadilan sedapat mungkin harus dapat dijangkau dan di

pikul oleh masyarakat j

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini menurut Majelis
adalah adil apabila Penggugat dapat mengajukan gugatannya di
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena untuk beracara
di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidaklah mudah dila
lui oleh Penggugat, karena akanh memakan biaya sangat tinggi
yang akan sulit ditanggung oleh Penggugat selaku seorang pen-—
siunan yang untuk hidupnya dan keluarganya hanya mengandal=
kan penerimaan pensiun, dan gugatan inipun diajukan tujusnnya

adalah untuk memperbaiki penghasilan pensiun itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat pencari keadilan yang
tinggalnya jauh dari Yakarta (di daerah) adalah suatu pekerja
an yang berat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usa
ha Negara Jakarta yang akan memakan biaya, tenaga maupun Wak-

tu yang sangat besar, apalagi seperti dalam kasus sengketa

inl caceisuaaa

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Disclaimer

- 40 -

ini Penggugat untuk kehidupannya hanya mengandalkan pensiun,
karena itu akan lebih mendekati keadilan apabila gugatan ini

di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu j

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo yang digugat me—
mang betul adalah Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia {Persero) yang
berkedudukan di Jakarta, akan tetapi disetiap Propinsi PT BRI
telah mempunyai Cabang, yang mermurut Majelis Cabang ini Juga
harus berpungsi sebagal perpanjangan tangan BRI Pusat untuk
mewakilinya di Daerah dan karena wilayah kerja PT BRI adalah
seluruh Indonesia maka Majelia berpendapat gugatan yang diaju
kan kepada Pejabat Tata Usaha Negara BRI Pusat dapat diperik~
8a dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dimana
tempat tinggal Penggugat dan ini terbukti kuasa yang mewakili
Tergugat dalam sengketa a quo adalah Karyawan/Pegawai dari PT
BRI Cabang Bengkulu, sehingga Tergugat tidak perlu repot re-

pot mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang besar

¥enimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Ma
Jelis berpendapat bhahwa ketentuan pasal 54 ayat 4 Undang un-—
dang No. 5 Tahun 1986 dapat diterapkan dalam sengketa ini, wa
laupun peraturan pemerintah dalam penerapan pasal ini belum
ada, karena menjadi pertanyaan apakab Peraturan Pemerintabnya
masib akan keluar, sementara Masyarakat dalam Era Reformasi
sekarang ini telah mulai bicara tentang Revisi Undang undang,
termasuk Revisi Undang-undang No, 5 Tahun 1986, dalam hal ini
Majelis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tentang penera
pan pasal ini tidak mungkin dibarapkan lagi karena usia Un--
dang undangnya sendiri sejak di undangkan sudah kurang 1lebih
14 tahun dan demi melindungi masyarakat pencari keadilan,~-—-

Majelis ctevevace
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Majelis menilai adil apabila sengketa ini diperiksa oleh Peng
adilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai ketentuan pasal 54—

ayat 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Ma-
jelis berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwe

nang memeriksa sengketa ini j

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke tiga tersebut, Ma

Jelis mempertimbangkan sebagal berikut j

Menimbang, bahwa objectum litis dalam sengketa ini se-
sual uraian tersebut di atas, ada tiga keputusan yang dijadi-

kan objek mengketa yaitu s

1. No. Kep. 141-333/SDM/PKN/04/99 tanggal 22 April 1999 yang

dikeluarkan oleh Tergugat I

2. ¥o. Kep. 166-83S/SDM/PKI{/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang

diterbitkan oleh Tergugat II

3. Surat Meputusan tentang Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL)
Yang menjadi wewenang Tergugat III, tapi tidak diterbitkan

oleh Tergugat III.

Majelie sependapat dengan Tergugat II dan Tergugat IIT bahwa
seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat yang menge
luarkan surat keputusan tanpa menyertakan pihak lain, akan te
tapi karena dalam sengketa a quo ada tuntutan terhadap Keputu
gan Kenaikan Gaji Pokck Lanjutan yang tidak diterbitkan oleh
Tergugat 1II, maka Tergugat II1I disamskan dengan telah menge-
luarkan Keputusan Tata Usaha Wegara, karena itu terhadap ek-
Bepsi ke tiga ini Majelis hanyas dapat menerima eksepsi Tergu

gat II, dan mengeluarkan Tergugat II dari sengketa ini j

Menimhang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebul secinseces
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tersebut di atas, Eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ti-
dak dapat diterima, terkecuali Eksepsi Tergugat II sepanjang
mengenai tidak berkwalitasnya Tergugat II sebagai Subjek Ter—

gugat, dan mengeluarkan Tergugat II dari sengketa ini j

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena ada tiga Surat Keputusan yang
menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, Majelis akan meme
pertimbangkannya satu persatu ¢
I ¢+ Meniumbang, bahwa terhadap objek sengketa Surat Keputus
an No. Kep. 141-8SS/SDN/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 di da
garkan pada hbeberapa peraturan yang menjadi konsideran keputu
san in litis, antara lain 1
- Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No. Kep. 5—18-1711/

5/1977 tanggal 16-5-1977 tentang Delegasi Hewenang Dalam Bi
dang Pembinaan Personil Pegawai Bank Rakyat Indonesia (bulk-
ti P-1 dan T.I-1) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendasar—
kan gugatamnya pada alasan hukum bahwa tindakan Tergugat I me
ngeluarkan surat keputusan berikut lampirannya yang menjadi
objek sengketa a quo adalsah @

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berla
ku j

- bertindak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa sesual penjelasan pasal 53 ayat 2 Un
dang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Ajaran yang ada di lapang-
an Hukum Administrasi Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Nega
ra, dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan
1. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak

berwenang «.cssees

Halaman 42



Disclaimer

- 43 -

berwenang ;

2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan menyim-

pang dari prosedur formal yang ditetapkan j

3. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan  perundang=-

undangan yang bersifat Material/Subtansial.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan tersebut menun juk
pada konsideran surat keputusan No. Kep. 141-SSS/SDM/PKIi/04 /
99 tanggal 22 April 1999 adalah bersumber pada Surat Keputus-
an Direksi BRI No. Kep. S~18-1711/5/77 tangzal 16 Mei 1977
tentang Delegasi Wewenang Dalam Bidang Pembinaan Personil Pe—
gawai BRI (bukti T,I-4), tidak diatur mengenai Wewenang Pene-
tapan “embali Pangkat Pegawai yang telah menjalani hukuman -
(Rehabilitasi), jadi jelas bahwa wewenang penetapan kembaliw
pangkat pegawal yang telak menjalani hukuman tidak didelegasi
kan oleh Direksi BRI kepada Pejabat lain di lingkungan  BRI.
(yang dalam sengketa ini Kepala Biro Personalia), karena itu
Majelis menilai bahwa wewenang penetapan kembali pangkat pega

wai yang telah menjalani hukuman tetap ada pada Direksi BRI 3

Menimbang, bahwa karens Kepala Divisi Manajemen Sumber
Daya Manusia (MSDM) Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia —
(Persero) tidak berwenang dalam mengeluarkan/menerbitkan ob-
Jek sengketa a guo, maka Surat Keputusan No. Kep. 141-—SSS/SDM
/FKI/04/99 tanggal 22 April 1999 harus dibatalkan karena ber—

tentangan dengan peraturan yang berlaku j

Menigbang, bahwa selain wewenang tentang penetepan kem
bali pengkat pegawai yang telah menjalani hukuman, juga Maje—
lis menilai bahwa surat keputusan in litis telah diterbitkan
tidak cermai, karena dari peraturan-peraturan yang menjadi —-

konsideran .sseasees
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| %m«aﬂapa?

{y

. d.

konsideran keputusan in litis tidsk terdapat istilah/Jabatan
Kepala Divisi, dan kalaupun ada maka penyebutarnya harus je-
las Kepala Divisi apa, karena akan menjadi pertanyaan siapa
Yang berwenang menanda tangani suatu Surat hepx.t1:=.zsan, dan da~
lam suatu keputusan harus jelas Jabatan Ysta Usaha Negara
yang menanda tangani suatu surat keputusan sesuai dengan kewe
nangan yang ada, sesuai dengan istilah-istilah hukum yang te-
lah diatur, karena itu juga Surat Keputusa.n a quo telah ditexr

bitkan kurang cermat ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa I, Surat Keputu
san No. 141-SSS/SDI/PK1,/04/99 tanggal 22 April 1999 bertenta~
ngan dengan peraturan yang berlaku dan harus dibatalkan, maka
surat keputusan tersebut harus dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk tidak merugikan Penggugat, maka
adalah adil apabila Majelis memerintahkan kepaua Direksi PT.
Bank Rakyat Indonesia (Perserc) untuk menerbitkan kembali Su~
rat Keputusan tentang Penetapan Kerbali Pangkat Penggugat, wa
laupun dalam sengketa ini Direksi PT, Bank Rakyat Indonesia
bukan sebagai Tergugat, tapi karena hal tersebut menjadi we-
wenang dan tanggung jawabnya, maka Direksi PT'. Bank Rakyat In
donesia harus mengeluarkan Keputusan baru sesual tanggung ja~

wab dan wewenangnya tersebut j

Menimbang, bahwa mengenai penetapan kembali gaji pokok
bagi pegawal yang dijatuhi hukuman jabatan pernurunan pangkat
dan kemudian dikembalikan ke pangkat semula belum pernah di-
atur (bukti T.I-10), tapi penetapan gaji ini tidak boleh di-
tafairkan sendiri sesuai tafsiran Kepala,%m'rupa 7 Wakaur
apa ? tanpa ada aturan yang jelas yang mendasarinya (bukti T.
I-10), karens penafsiran yany demikian akan sangat merugikan

POZawal sevesssvs
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pegawal dan sangat tidak adil,penafsiran yang demikian  juga
dapat dikategorikan sebagai penafsiran sewenang-wenang yang
bertentangan dengan Rasa keadilan dan Rasa Kepatutan, yang da
lam sengkeia a quo menghilangkan masa kerja Penggugat selama
19 tahun dan dapat berarti bahwa walaupun pangkainya telah di
kembalikan tapi dengan tidak dikembalikannya keposisi gaji
gemila maka efek dari penghukuman itu tetap melekat pada diri
Penggugat, dan disamping tidek adil dan sangat jauh dari kea-
dilan, penafsiran yang demikian bertentangan dengan hukum ——-
umun digana yang namanya Rehabilitasi/Pengembalian  Pangkat,
maka seluruh hak-hak (ha.rka‘t, martabat, termasuk penghasilan
pegawai)} harus dikembalikan kepada keadaan semila sama seper

t1i sebelum menjalani hukuman j

Menimbang, bahwa mengenai penetapan kembali pangkat pe
gawal yang menjalani hukuman dan dikembalikan pangkatnya baru
diatur dalar peraturan Di=siplin Pegawai Bank Rakyat Indonesia
Fo.Kep. S 72-CEO/S33/SDM/8/1998 tangsgal 18 Agustus 1998, yang
milai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999, masa waktu tanggal
18 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 1 Januari 1999 di kenal
sebagal masa transisi, dan sesuai dengan azas hukum umum yang
berlaku "jikalan suatu Undang-undang (peraturan) diubah sete—
lah perbuatan itu dilakukan, maka kepads yang bersangkutan di
kenakan ketentuan yang menguniungkan baginya, apalagi dalam
hal ini yaitu penetgpan kembali pangkatl pegawai yang telah
menjalani hukuman belum diatur sebelumya, maka kepada Fenggu
gat harus diberlakukan ketentuan baru yaitu No.Kep. S5.72-CEQ/
$35/3DM/8/1998 tangsal 18 Agustus 1998 (bukti T.I-8), apalagi
secara kebetulan tanggal berlakunya peraturan tersebut sama
dengan tanggal kerbalinya pangkat Penggugat ke pangkat semula
dan gaji pokoknya ditetapkan sebesar gaji pokok semda

(sebelum «oeuss
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(sebelum pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman  jabatan

tersebut), penjelasan pasal 5 ayat 1 butir 1.1.f.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka
tuntutan Penggugat agar pangkainya dikembalikan ke pangkat se
mula disertai dengan pengembalian gaji pokok pada posisi sem

la {sebelum dikenakan hukuman jabatan) dapat dikabulkan ;

II $ Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Nokep. 166=
$S3/SDLi/PK:/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang menjadi objek
sengketa ke dua dalam sengketa ini, Hajelis mempertimbangkan

sebagal berikut ;

Menimbang, bszhwa pokok permasalahan dalam cbjek sengke
ta ke dua ini, menurut Majelis adalah pada besaran angka jum~
lah gaji pokck terakhir yang diterima Penggugat, yaitu sebe—

aar RP.T6-250," H

Merimbang, bahwa Majelis menilai bahwa besaran gaji po
kok terakhir atas nama Penggugat dalam lampiran Surat "'eputus
an No. 166-55S/SDM/PK2/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 adalah se
bagai akibat/mernunjuk pada Surat Keputusan No. 141-S33/SDM/

1Y/04/99 tanggal 22 April 1999 ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan No. 141-333/
SDE/PK11/04/99 tanggal 22 April 1999 yang menjadi dasar peneta
pan besar gaji pokok terakhir yang diterima Penggugat sesuai
lampiran Surat Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKI/06/1999, yang me
nurut Majelis telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Nega~
ra yang tidak berwenang dan harus dinyatakan batal, maks deng
an sendirinya Surat Keputusan No. 166-SSS/SDI/PKI/06/1999
tanggal 11 Juni 1999 yang menjadi objek sengketa ke dua dalam
gengketa in litis terdspat cacat hukum, khusus atas nama Peng
gugat, karena itu Surat Keputusan Nokep 166-553/SDM/PKIY/06/99

tanggal ceee.
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tanggal 11 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat I, khusus

atas nama Penggugat harus dinyatakan batal dan mengeluarkan—

nama Penggugat dari daftar lampiran surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan No. 166-S53/—

SDit/PKIY/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 telah dinyatakan batal,

maka harus diterbitkan Surat Keputusan baru yang besar gaji
pokok terakhir untuk masa persiapan pensiun ditetapkan berda-
sarkan gaji pokok yang paling akhir j

IIT t Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ke tiga, Maje

lis mempertimbangkan sebagai berikut j

Menimbang, bahwa objek sengketa ke tiga ini, dalam gu~

gatannya Penggugat memang tidak secara tegas menunjuknya se—
bagai objek sengketa, akan tetapi dalam posita gugatannya
point 7 dan dalam diktum gugatannya hal ini telah di tuntut
oleh Penggugat dan hal ini diulangit lagi oleh Penggugat dalam
Repliknya, karena itu Majelis menilai telah dijadikan dan di

ajukan objek sengketa oleh Penggugat j

Menimbang, bahwa Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan ( KGPL )
ini harus diterbitkan keputusan tersendiri dan menerbitkan Ke
putusan KGPL ini menjadi wewenang Kepala Cabang BRI Bengkulu
(bukti T,I-4) akan tetapi Kepala Cabang BRI Bengkulu sebagai-
Tergugat III tidak menerbitkannya, maka sesuai dengan ketentu
an Pasal 3 ayat t Undang-undang ¥o. 5 Tahun 1986 dengan tidak
diterbitkannya Keputusan KGPL atas nama Penggugat oleh Tergu—
gat 1II, maka Tergugat III dianggap telah mengeluarkan Keputu
san Tata Usaha Negara (Keputusan fiktif Negatif) yang dapat

dlgllga.‘b ssssssnse
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Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Rakyat Indonesia No. Kep s 5.35-DIR/SDM/6/92 tanggal 29 Juni
1992 (bukti T.I-7) pada pasal 7 beserta penjelasannya yaitu
Surat Edaran NOSE 92-DIR/SDM/6/92 dinyatakan bahwa bagi pega~
wal yang telah mencapai gaji pokok maximal dalam setiap golo-
ngan/pa.ngka,t tetapi yang bersangkutan belum memenuhi persyara
‘an atau belum ada formasi jabatan untuk naik pangkat yang
lebih tinggi, maka yang bersangkutan akan ditetapkan gaji po-

kok lanjutan j

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan tersebut, per—

syaratan seorang pegawai untuk mendapatkan XKGPL adalah s
- mencapal gaJji pokok maximal dalam golongan pangkatnya ;

- belum memenuhi persyaratan atau belum ada formzei  jabatan

untuk pangkat yang lebih tinggi 3

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tergu
gatl yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mendapatkan KGPL de
ngan alasan "pada tanggal 1 Januari 1999 Penggugat telah di
naikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan gaji pokoknyae—-
telah dinaikkan meka berdasarkan ketentuan yang berlaku a quo
Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan KGPL maupun KGPT un-
tuk tahun {999 dan Penggugat baru berhak mendapatkan KGPT un~
tuk tabun 2000", karena sebagaimana telah dipertimbangkan di
muka bahwa yang terjadi adalah pengembalian pangkati ke posisi
semula sebelum Penggugat dijatuhi huluman dan itu tidak bisa

digamakan sesesssse
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dipamakan dengan naik pangkat 3

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan di atas maka
kepada Penggugat memang harus diberikan KGPL, karena gaji po—-
kok maximal yang harus diterima Penggugat telah melampaui ga-
Ji pokok maximal dalam golongan pangkatnya, sedangkan untuk
naik pangkat juga tidak dimungkinkan karena Penggugat baru di
kembalikan pangkatnya setelah menjalani penurunan pangkat, se

hingga kenaikan gaji pokok tahunan (KGPT) tidak mungkin dibe-
rikan kepada Penggugat, hal ini juga telah dinyatakan dengan
tegas dalam Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat In

donesia (Perserc) No.Kep. 0O8D-SDM/BIN/01/98 tanggel 13 Jama

Ti 1998 dan Surat No. R.91/KW-IV/SDM/01/98 tanggal 20 Januari

1998 (bukti P.3)

- Kepada yang bersangkutan untuk bulan Juli 1999 tidak mends
patkan Kenaikan Gaji Pokok Tahunan (KGPT) akan tetapi hanya

mendapatkan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan ( KGPL )

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat ITII tidak menerbit—
kan KGPL yang menjadi wewenangnya, juga telah melanggar asas
asas umum pemerintaban yang baik (AAUPB), khususnya asas Ke-—

cermatan dan asas Kepercayaan, karena Pengguzat baik dalam
Surat Keputusan No. O08D-SDM/BIN/01/98 tanggal 13 Jamari 98,
maupun dalam Surat No. R.91/KA-IV/SDM/01/98 tanggal 20 Janua~
Ti 1998 dinyatakan bahwa pada bulan Juli 1999 yang bersangkut
an tetap akan mendapatkan KGPL dan ternyata KGPL itu tidak di
berikan oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai-—m—mw=

perbuatan seeeceese
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pesrbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan Keputusan Ta
ta Usaha Negara (Fiktif Negatif) yang tidak sah, sehingga tun
tutan Penggugat untuk memperoleh KGPL untuk bulan Juli 4999

dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat selisih
gaji pokok yang tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,- (dua pu-
luh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan, berikut-
prenghasilan lain yang melekat padanya, Majelis berpendapat —-
bahwa tuntutan itu dapat dikabulkan, yang dituntut oleh Peng-
guzat tersebut adalah haknya sebagail seorang pegawai dan hak-
hak tersebui memang seharusnya diberikan kepadanya, jadi hal

tersebut bukanlah merupakan kemgian/ganti rugi sebagai mana

dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.43/1999
karena itu jumlahnya juga tidak terikat pada ketenituan pasal—
3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43/1991 tersebut, akan teta
pi jumlah selisih penghasilan/gaji berikut penghasilan lain-
nya yang melekat pada strukiur gaji tersebut, Majelis menye-
rahkannya kepada perhitungan struktur gaji yang berlaku  di-
lingkungan BRI, sesuai dengan Kep. No. S.35-DIR/SDN/6/92 (buk

ti T.I~7) dan NOSD s S-92-DIR/SDM/6/92 (bukti T.I~6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan per—
timbangan tersebut diatas, Majelie berpendapat bahwa gu.gatan/

Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan selurubnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-Tergugat berada pada
pihak yang kalah, maka Tergugat I dan III harus dibebani memn-

bayar biaya sengketa, yang jumlahnys akan disebutkan dalam

AAT sesssee
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abar putusan ini 3
Menimbang, bahwa bukti=-bukti selain yang telah diper—-
timbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan keten—

tuan lain yang bersangkutan,

MEUXNGaADITLTI

v,

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan ITI tidak dapat diterimaj

~- Menyatakan Eksepsi Tergugat II sepanjang mengenai tidak ber
kWalitasnya Tergugat II dijadikan sebagai ersgugat Dapat di
terima j

- Mengeluarkan Tergugat II dari Subjek Tergugat dalam sengkew

ta ini 3

DALAM POKOK SENCKETA

=~ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya s

- Menyatakan Surat ~eputusan No, 141-SSS3/SDM/PKM/04/99 tang-
gal 22 April 1999 tidak sah j

- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 166-835/SDM/PKI/06/99
tanggal 11 Juni 1999 sepanjang menyangkut nams Penggugat ;

- Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Cabang PT. Bank Rak
yat Indonesia Bengkulu tentang tidak diterbitkamnya Surat
Keputusan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (Keputusan Fiktif

Negatif R
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Negatif) atas nama Penggugat ;

temerintabkan kepada Ter.ugat I untuk mencabut Surat Keputu
sen No. 141-953/8D1,/FKY/04/99 tanggal 22 April 1999 dan Ke-
putusan No. 166-833/5Di,/PKI/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 se

panjang menyangkut nama Pengaugatl

lemerintakkan Direksi PT. Bark Rakyat Indonesia ( Persero )
untuk menervitkan Keputusan baru yang berisi pengembalian
pangkat pada pangkat semula diserial dengan pengembalian ga
ji pokok pada posisi semula sama seperti sebelum menjalani

hukunan jabatan j

lemerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan baru
untuk lasa Persiapan Pensiun ( PP ) berdasarkan gaji pokok
yang paiing akhir 3

Memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan Keputusan ten—
tang pemberian Kenaikan (aji Pokok Lanjutan atas nama Peng-

gugat terhitung bulan Juli 1999 ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mezbayar keku-
rangan gaji pokeok yang tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,=
(dua pulub dua ridu dua ratus lima pului rupiah) per bulan
berikut hak-hak Penggsugat yang melekat padanya, terhitung
sejak tanggal 1 Jauuari 1999 sampai dengan putusan ini di-

laksanakan j

Menghucun Terzugat I dan Tergugai ITI untuk merbayar ongkos
perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar ip.166.500,-

(seratus enam puluh enau ribu lima ratus rupiabi}.
Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat ——--—

permisyawaratall cecasosvene
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt

inkan terjadi perr

pSia
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permusyawaratan liajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha legara

Benglkulu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2000 oleh kami

Jayatan Sihombing, SH. sebagai Hakim Ketua, Mula Haposan
Sirait, SH, dan Khairuddin liasution, 3H. masing-masing seba
gal Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh JAYATAYN SIHOMBILG, SH. sebagai
Hakin Ketua dengan didampingi oleh :ULA HAPOSAN SIRAIT, SH,
dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH. masing-masing sebagai Hakim Ang-
gota, pada hari 3A3TU, tanggal 17 JUNI 2000 dengan dibantu
oleh SYANSUL BAMNZ, Sl., sebagai Panitera Pengganti dengan di

hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.-

4
MULA HEAPOSAN SIRAIT, SE.

Hak‘}(n sgeota 11,

——

KHALWSPTI NASUTIC., 3H,

[

Panitera Penzganti.

b

D1AMSUL BAHU ISL{\
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